WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PEGAWAI NEGERI

Menimbang :

Mengingat

SIPIL DAN PEJABAT NEGARA KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018
kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan
Penerima Tunjangan maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pemberian Tunjangan Hari
Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai
Negeri Sipil dan Pejabat Negara Kota Pasuruan;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-
kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4287);

3. Undang-Undang ...



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015
tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
123);

9. Peraturan ...



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3241);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018
tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam
Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat
Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6208);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

15. Peraturan ...



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 /PMK.05/
2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun
Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat
Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 679);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor O01)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 12);

Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun
2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan
Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah
Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);

Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 2 Tahun
2017 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Belanja Penunjang Operasional Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2017 Nomor 2);

22. Peraturan ...



Menetapkan :

22. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun
2017 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan
Tugas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 36)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 19
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun
2017 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan
Tugas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 19);

23. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 56)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan
Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2018 Nomor 12);

24. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 13 Tahun
2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil Berdasarkan Kelas Jabatan dan
Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan
(Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor
13);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN
TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN
2018 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT
NEGARA KOTA PASURUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Negara di
lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

2. Pejabat ...



2.

Pejabat Negara adalah:

a. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan; dan

b. Walikota Pasuruan dan Wakil Walikota
Pasuruan.

3. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya

(1)

(2)

(3)

disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang
diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan
kinerja dan kesejahteraan PNS berdasarkan tugas
dan fungsi jabatan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 13 Tahun
2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil Berdasarkan Kelas Jabatan dan Kinerja
di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

Pasal 2

PNS dan Pejabat Negara diberikan Tunjangan Hari
Raya dalam Tahun Anggaran 2018.

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk PNS yang dipekerjakan di luar instansi
Pemerintah Kota Pasuruan yang gajinya dibayar
oleh instansi induknya, PNS yang diberhentikan
sementara, PNS penerima uang tunggu, dan calon
PNS yang diangkat berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar
tanggungan negara atau yang diperbantukan di
luar instansi Pemerintah Kota Pasuruan.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar
penghasilan pada bulan Mei 2018.

Dalam hal penghasilan pada bulan Mei 2018
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat
dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya
diterima karena berubahnya penghasilan, kepada
yang bersangkutan tetap diberikan selisih
kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi gaji pokok/uang representasi, tunjangan
keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan
umum, dan TPP.

(4) Penghasilan ...



(4)

(5)

(2)

(3)

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dikenakan potongan iuran dan/atau
potongan lain berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dan ditanggung
Pemerintah.

Pasal 4

Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan pada bulan
Juni 2018.

Dalam hal pemberian Tunjangan Hari Raya belum
dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) maka pembayaran dapat dilakukan pada
bulan-bulan berikutnya.

Pasal 5

Dalam hal PNS atau Pejabat Negara menerima
lebih dari satu penghasilan, Tunjangan Hari Raya
diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.

Apabila PNS atau Pejabat Negara menerima lebih
dari satu Tunjangan Hari Raya, kelebihan
pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib
mengembalikan kepada negara sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat
Negara yang meninggal dunia atau tewas,
diberikan  Tunjangan Hari Raya  sebesar
penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan
Mei 2018.

Penerima gaji dari PNS atau Pejabat Negara yang
dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya
sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Mei
2018.

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan
pada instansi atau lembaga tempat PNS dan
Pejabat Negara bekerja.

Pasal 7 ...



Pasal 7
Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan
Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Mei 2018

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO
Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,
Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 25
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